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          SALINAN 

 
 
 

 
 

BUPATI SORONG 

PROVINSI PAPUA BARAT 
 

 PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG 
NOMOR 1 TAHUN 2014 

 
TENTANG 

 
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  

KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN 
KETAHANAN PANGAN  

 
 

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI SORONG, 
 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan 
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat 

Daerah, maka dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan  
umum lainnya pemerintah daerah dapat membentuk lembaga 
lain sebagai perangkat daerah; 

  b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang 
pelaksana penyuluhan Pertanian, perikanan, Kehutanan dan 
Ketahanan Pangan perlu membentuk organisasi perangkat 

daerah; 
 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang 
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata  Kerja Kantor 
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan 

Ketahanan Pangan. 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan 

Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten – Kabupaten 
Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1 969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2907);  

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 
Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi, dan 

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3851);  
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4437) sebagaiman telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4844);   

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1438); 
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran 
Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 4737); 
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262 ); 
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang 

Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah; 
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang 

Pembentukan Produk Hukum Daerah; 

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 29 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan 
Pemerintahan Daerah Kabupaten Sorong;  

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SORONG 

dan 

BUPATI SORONG 

MEMUTUSKAN: 
  

Menetapkan  : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN 
ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PELAKSANA 

PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN DAN 
KETAHANAN PANGAN.  

 
BAB   I 

KETENTUAN UMUM 

 
Pasal  1 

 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud  dengan  : 
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh 

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara 
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Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Pemerintah Daerah adalah  Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan daerah; 

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sorong; 
4. Daerah adalah Kabupaten Sorong; 
5. Bupati adalah Bupati Sorong; 

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sorong; 

7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sorong; 

8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sorong; 
9. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sorong; 

10. Kantor adalah Kantor Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan 
Kehutanan Kabupaten Sorong; 

11. Kepala adalah Kepala Kantor Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan dan 

Kehutanan Kabupaten Sorong; 
12. Kelompok jabatan fungsional adalah sekelompok tenaga dalam jenjang jabatan 

fungsional yang terbagii dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang 
keahliannya. 

 

 BAB  II 
PEMBENTUKAN 

 

Pasal  2 
 

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk  Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan 
Pangan Kabupaten Sorong. 

 
BAB  III 

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI  

 
Bagian Kesatu 

Kedudukan 
 

Pasal  3 

 
(1) Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 

merupakan unsur pelaksana Pememerintah Kabupaten Sorong dibidang 
penyuluhan. 

(2) Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan 

Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 

 

Bagian Kedua 
Tugas dan Fungsi 

 
Pasal 4 

 

(1) Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan 
Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan 

pelaksanaan kebijakan daerah dibidang Pelaksana Penyuluhan. 
(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kantor  

Pelaksana Penyuluhan, Pertanian, Perikanan, Kehutaanan dan Ketahanan 

Pangan menyelenggarakan fungsi  : 
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang penyuluhan; 
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b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang 
penyuluhan; 

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang penyuluhan; 
d. Penyelenggaraan dan pembinaan urusan kesekretariatan badan; dan 

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan 
fungsinya. 

 

BAB IV 
SUSUNAN ORGANISASI 

 

Pasal  5 
 

(1) Susunan Organisasi Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, 
Kehutanan dan Ketahanan Pangan terdiri dari : 
a. Kepala; 

b. Sub Bagian Tata Usaha; 
c. Seksi Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia;  

d. Seksi  Programa dan Sarana/Prasarana;  
e. Seksi  Ketersediaan Pangan, Konsumsi dan Keamanan Pangan; dan 
f. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi  Kantor Pelaksana Penyuluhan Pertanian, 
Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum dalam 
lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Daerah ini. 
 
 

BAB V 
KEPEGAWAIAN 

   

Pasal 6 
 
Susunan kepegawaian, pengangkatan, jenjang kepangkatan dan jabatan di 

lingkungan kantor diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

 
BAB VI 

TATA KERJA 

 
Pasal 7 

 
(1) Dalam melaksanakan tugasnya kepala kantor dan semua pimpinan satuan 

kerja dalam lingkungan badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi 

dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal. 
(2) Setiap pimpinan satuan kerja wajib bertanggungjawab memimpin dan 

mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan 

dan petunjuk pelaksanaan bawahannya. 
(3) Setiap pimpinan satuan kerja dalam lingkungan kantor wajib mengawasi 

bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil 
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

(4) Setiap pimpinan satuan kerja wajib menindaklanjuti laporan yang diterima. 
 

Pasal 8 
 

Kepala kantor dalam melaksanakan tugas berdasarkan kebijakan yang ditetapkan 

Bupati. 
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PENJELASAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SORONG 

NOMOR 1 TAHUN 2014 
 

TENTANG 
 

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  

KANTOR PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN 
DAN KETAHANAN PANGAN  

 

 
I. UMUM 

Sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota  dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka perlu 
membentuk Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelaksana Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan Ketahanan Pangan yang merupakan 
unsur pelaksana Pememerintah Kabupaten Sorong dibidang penyuluhan. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 
Pasal 1 

Cukup jelas. 

Pasal 2 
Cukup jelas. 

Pasal 3 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Pertanggungjawaban Kepala Kantor kepada Bupati melalui 
Sekretaris Daerah adalah pertanggungjawaban administratif yang 

meliputi penyusunan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, 
monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas Kepala 

Kantor. Pengertian “melalui” bukan berarti Kepala Kantor 
merupakan bawahan langsung  Sekretaris Daerah.  

Pasal 4 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
 
Cukup jelas. 

Pasal 5 
Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Pasal 6 
Cukup jelas. 

Pasal 7 

Ayat (1) 
Cukup jelas. 

Ayat (2) 
Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Cukup jelas. 
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Ayat (4) 

Cukup jelas. 
Pasal 8 

Cukup jelas. 
Pasal 9 

Cukup jelas. 

Pasal 10  
Cukup jelas. 

Pasal 11 

Cukup jelas. 
 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SORONG NOMOR 1  
 
 

 

 

 


